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ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujuddarokrasi di
tingkat Otonomi Desa. BPD berfungsi menetapkan BemtDesa bersama
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasianaésy dan menjalankan
fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kdpatgn masyarakat desa.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ddald) Bagaimana
peran BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peratesan (R) Faktor kendala
yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD adapun fdkiktior yang menjadi
kendala dalam proses penyusunan dan penetapansP&jidagaimana upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengkéasiala.

Metode penelitian yang digunakan adalah metodeslpi@m lapangan
(field research dan kepustakaar{library research). Sifat penelitian yang
digunakan adalakualitati, deskriptif, normative.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Badan pgrawarata Desa
Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan DesaadDDe®ling.sudah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peaman Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentarsp,D#an dalam Perda
Kabuapaten Brebes Nomor 8 Tahun 2006 tentang BRdanusyawaratan Desa.
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahuit 2@ntang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Kata kunci: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Ref@buapaten Brebes
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawarataa Des
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Desa merupakan Pemerintahan yang terkecil dari ndeg@satuan

Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Ddiparlukan sebuah
lembaga yakni Badan Permusyawaran Desa (BPD) meanpakra pemerintah
desa yang solid dalam membangun dan mensejahteralkyat. Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaran Desa diharapkan yang bisgban& kemajuan
dengan memberikan pengarahan, masukan dalam meambpemerintahan desa
menjadi baik terutama dalam penyusunan dan peneta@@turan pemerintah

desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era Reforradai iakekatnya
adalah proses demokratisasi. dari yang selama Cade lerproses dari atas ke
bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yassa.dPerubahan paradigma
baru tersebut, dari keterangan diatas maka meregikib desa sebagai kualitas
kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak sertaemang untuk mengatur
rumah tangga sendiri sebagaiman, diatur dalam R&slindang- Undang Dasar
1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daeddndsia atas daerah
besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pentenmyta ditetapkan dengan
undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang No 12 Tah@8 26ntang

"HAW.Widjaja., Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Déarh, (Jakarta,
PT RajaGrafindo Persada), 2004, him 1.



Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nah82 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan atngiiministrasi, dengan
tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan mergadrah mandri, di mana
masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingatirisdan bukan ditentukan
dari atas ke bawshDesa yang selama ini diperankan sebagai peran pémba
dan objek, bukan menjadi aktor pembantu. Untuk mlkwmdg Perubahan
mendasar tentang Pemerintahan Desa, maka diketu&@&eturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan ID&&daupaten Brebes
Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desandaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 08 Tahuf ffitiang Badan
Permusyawaratan desa di mana Pemerintahan DesaRIarydg merupakan
struktur pemerintahan terbawah yang secara langswerinteraksi dengan

masyarakat.

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman g@eguaikan
dengan asal usul budaya yaitu:(1) Keanekaragadisasuaikan dengan asal usul
dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, p@yisipasi, bahwa
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desas hmampu
mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyara@nsiasa memiliki dan
turut serta bertanggung jawab terhadap perkembdedadupan bersama sebagai
sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenggaerintah desa dalam
mengatur dan mengurus masyarakat setempat didaspakia hak asal usul dan

nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada madrsetempat namun harus

2 Undang —undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petakan Daerah.
% Perda kabupaten Brebes No. 8 Tahun 2006 terauan Permusyawaratan Desa.



diselenggarakan dalam perspektif administrasi d€4a, Demokrasi, artinya
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pemmdangli desa harus
menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimasgian dan kemudian
dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembagamasyarakatan sebagai
mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan Masyarakatya penyelenggaraan
dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkaraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebjjgk@gram dan kegiatan

yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritasuedsn masyarakét.

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan pegsuddangan yang
berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan pergadaindangan itu tidak bisa
langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeddis sosial, politik dan

budayanya.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakuwlengan dua
macam keputusahPertama, keputusan — keputusan yang beraspelal, s@sig
mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa saahkgijglas. Kedua, keputusan-
keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formsd gang dibentuk untuk
melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk tkspn pertama, banyak
dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desseprpengambilan keputusan

dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dinsabelumnya alasan-alasan

4 Ali Fauzan ,“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tal005 Tentang
Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratara@aam Penyusunan Dan Penetapan
Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Bsg&bSemarang, llmu Hukum Program
Pascasarjan UNDIP, 2010, him.1.

® KushandajaniQtonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Persp&kifio Legal
(Jurusan llmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semara@@8p, him.70-71.



untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih daholeh para tetua desa ataupun
orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan adidas pada
prosedur yang telah disepakati bersama, sepertiseproMusyawarah
Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan sstiapun sekali di balai
desa. Proses pengambilan keputusan tersebut ddakeikeh pihak-pihak secara
hukum memang diberi fungsi untuk ftyang kemudian disebut dengan Peraturan
Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukgkatidesa yang ditetapkan
oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Delsan rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturam@ggpakan penjabaran lebih
lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebihnggi dengan
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sieapaf.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersamalakegesa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,kalemanya BPD sebagai
badan permusyawaratan yang berasal dari masyaradsa, ddi samping
menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubutagaakepala desa dengan
masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi amygan yakni fungsi
representasi (Perwakilaf).

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berabmanya
menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan msatican pada kondisi

faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis gpditbsofi “musyawarah

6 .
Ibid
" Pasal 55 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.
8 Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Frospek Pengembangan DegBandung,
CV Fokus Media, 2007), him. 35.



untuk mufakat® Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkankatufa
berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapiigreroleh dari proses yang
baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagaiflkoantara para elit politik
dapat segera diselesaikan secara arif, sehinggk t&mpai menimbulkan
goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Namun dengan demikian terkadang apa yang telahpakaé oleh
pemerintah desa dengan BPD tidak sesuai apa yangiakan oleh masyarakat,
sebagai tambahan saat ini di daerah Kabupaten 8rebmua ketua BPD di
seluruh desa di Daerah Kabupaten Brebes khususrsea D@mneling Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes sudah diganti yang pargantian BPD yang lama
ke yang baru tidak menutup kemungkinan meninggalkgrmasalahan-
permasalahan dalam pembuatan peraturan desa, gaetumnya penyusunan
dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yangntiam masyarakat sehingga
masih banyak yang melanggar peraturan desa tersebut

Kurangnya sosialisasi peraturan yang di buat okxlarmkat desa dengan
BPD yang menjadi permasalahan yang dalam prosesuig@mgn dan penetapan
peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masgarséhingga masih banyak
yang melanggar peraturan desa.

Atas dasar itu penyusun merasa tetarik untuk htebhagaimana proses
BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan dé&sssaiDumeling, maka

seyogyanya penyusun memandang penelitian ini hdiakukan agar bisa

% Ali Fauzan, Implementasi.,.him 17.



melakukan identifikasi proses BPD dalam penyusuram genetapan peraturan

desa, di Desa Dumeling berjalan secara konferedsifiyeluruh).

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkaatas, ada hal yang
menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yarkemudian dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Proses Badan Permusyawaratan Desa datgospean dan
penetapan peraturan Desa?
2. Apa kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksaRfaases Badan

Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penptapsuran Desa?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penélitian
Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:
1) Untuk mengetahui Proses Badan Permusyawaratan Ddsa da
penyusunan dan penetapan peraturan Desa
2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi
pelaksanaan Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam
penyusunan dan penetapan peraturan Desa
2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoretis



Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh datangapai
tugas dan kewajiban beserta proses dan fungsi lpeierusyawarata
ndesa sebagai mitra pemerintah desa di KecamataasAtan
Kabupaten Brebes.
b. Kegunaan praktis
Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari peaeligrsebut bisa
bermanfaat bagi dunia akademik dan dapat menjatinkan yang
berguna bagi penelitian yang sama pada waktu meamglat
D. Telaah Pustaka
Sejauh yang penyusun pahami atas berbagai kdrydaik berupa buku-
buku ilmiah, Skripsi, Tesis, Jurnal, ataupun yaag,ltelah banyak di temukan
karya-karya yang membahas persoalan peran BPD sehatgapemerintah desa
dalam penyusuan dan penetapan peraturan desaji iahiu saja karena tema
tersebut sendiri termasuk dalam kategori persodisik. Namu dalam mencari
referensi yang membicaran tentang peran BPD sebafjea pemeritah desa
dalam penyusunan dan penetapan peraturan desaspangelum menenukan
adanya sebuah karya yang membahasnya dalam sasabasecara khusus, dan
di antara karya-karya yang adapat di sebutkamdasialah sebagai berikut:
Dimensi- Dimensi pemerintahan de&uku yang di tulis pada tahun 1991
oleh Dr. Taliziduhu Ndraha bahwa sebelum bergantian®8®D sebelumnya
adalah Lembaga Musyawarah desa (LMD) yang terdagatdPeraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978, dalam buku iniab b2 sudah menjelaskan

beberapa pokok mengenai tugas, bentuk, keduduka&anggotaan, organisasi,



kewajiban, kewenangan dan hak sampai ke tata hubuakan tetapi tidak
menjelaskan mengenai peran BPD sebagai mitra petaleridesa dalam
penyusuna dan penetapan peraturan desa ituh tiggbdakkan sama sekali di

dalam buku int°

Membangun Good Governance di De&uku yang ditulis pada tahun
2003, olen AAGN Ari Dwipayana dalam bab Il di jelakarhba dalam konteks
pembangunan institusi demokrasi desa, kehadirantBRDB memberian intrumen
kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpasiisiplam politik desa. Ruang
bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentinganmpice, terlibat dalam
proses politik(accesskerta turut mengontrol jalannya proses politikegiel desa
terakomodasi dengan keberadan BPD, akan tetapk titenjelaskan mengenai
fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam pemgu dan penetapan

peraturan desa ituh tidak dijabarkan sama sekaldim buku inf!

Sebauah Skripsi hasil penelitian lapangan dengdual ji Peran Badan
Perwalilan Desa (BAPERDES) Dalam Rangka Mewujudkandfietahan Desa
yang Baik” (Studi penelitian di Desa sure Kecamakartoarjo Kabupaten
Purworejo). Yang disusun oleh R. Dipo Prasetyo Wibowebagai hasil
kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahemepintahan yang baik
dalam penelitian ini ditujukkan dari adanya peraap@&des meliputi perannya

dalam menjalankan fungsi mengayomi dan melestariakiat istiadat, artikulasi

10 Taliziduhu Ndraha,Dimensi-dimensi Pemerintahan Degaakarta , PT Bumi ksara),
1997.

1 AAGN Ari Dwipayana, Membangun Good Governance di De§#pgyakarta, IRE
Pres) , 2003, him.99.



politik,checks and balance, dan legistator akaaptdtdak menjelaskan mengenai
fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam pemgu dan penetapan

peraturan desa ituh tidak dijabarkan sama sekalldim skripsi int?

Sebauh Skripsi hasil penelitian lapangan denganl jidPeran Badan
Perwakialan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Sikap DeasdkDesa ”
(Penelitian di desa Natah, Kecamatan Nglipar, Katemp Gunungkidul). Yang
disusun oleh Sugiyo. Sebagai hasil kesimpulan gmelitiannya ia menyatakan
bahwa: pertama, BPD berperan dalam peningkatan gi&apif. Kedua, sikap
positif masyarakat ditujukan dengan pengakuan nit@goresponden terhadap
peran BPD sebagai wakil warga di tingkat desa, desepguan BPD sebagai alat
legistimasi berlakunya peraturan desa. Ketiga, yalad®PD menjadi inspirasi
warga untuk berlaku demokratis, berani berpendamiam forum
musyawaroh/rapat, serta berani berkomptetisi seloabas sesuai aturan yang
berlaku. Keempat, masih ada bagian kecil masyasatg ybersikap negatif
terhadap peran BPD di Desa Natah. Kelima bahwa ldega belum mampu
memberiakan LPJ tahunan tepat waktu kepada BPDtekam tidak menjelaskan
mengenai fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desamdaenyusuna dan
penetapan peraturan desa ituh tidak dijabarkan smkali dan subjeknya pun

beberbeda di dalam skripsi .

2 R. Dipo Prasetyo WibowoPeran Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) Dalam
rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik i(ggadelitian di desa suren kecamatan
kutoarjo kabupaten purworejoPurusan Illmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembagun
Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, 2004.

sugiyo, Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Meningkatk&ikap
Demokratisasi Desa (Penelitian di Desa Nata,Kecamanglipar, Kabupaten Gunungkidul),
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Sebuah Tesis hasil penelitian lapangan dengan jtisaplementasi
peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentasg derkait dengan peran
badan permusyawaratan desa Dalam penyusunan daagseneeraturan desa Di
kecamatan wanasari kabupaten brebes”. yang disustnAdi Fauzan., SH.i.
sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya BPD rdataelaksanakan fungsi
legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desh $selsuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang ada namun fungsi legBRBibelum dapat berjalan
secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kuraonmgrehensipnya BPD di
Kecamatan Wanasari dalam membingkai peraturanysargang masih bersifat
konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peratiglak tertulis. Adapun
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi &nglakni secara Internal

dan Eksternat?

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulatutah Buku yang
ditulis oleh Haw Widjaja dalam bab Il Pemerintahdesa di jelaskan bahwa
sebelum nama Badan perwakilan Desa menjadi Badanupgawaratan Desa.
Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 terdapaarB&grwakilan Desa
sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi eyangi adat istiadat. Bersama-
sama pemerintah desa membuat dan menetapkan peratesa (PERDES),
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat &epejdbat atau intansi
yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadayelgeggaraan

PERDES, APBD serta keputusan kepala desa. Pelaksdoagsi BPD di

Jurusan limu Pemerintahan Sekolah Tinggi PembamgMesyarakat Desa APMD, Yogyakarta,
2004
14 Ali Fauzan, Implementasi.,.him 8.
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tetapkan dalam tata tertib BPD sendiri dalam Pasairaf b kepmendagri No. 64
Tahun 1999 dinyatakan secara tegas bahwa pemeritgsé adalah kegiatan
pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah des@&&D. Dari ketentuan ini
tanpak jelas bahwa antara lembaga pemerintah desBRD merupakan lembaga
yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan'se

Dari beberapa telaah pustaka yang telah diangtissyusun menganggap
bahwa peneliti tersebut masih berfokus dalam ramakrhasi, dalam artian bahwa
peneliti hanya di lingkup pelaksanaan teknis. Pkaiggn terhadap masalah
tersebut belum dilakukan secara menyeuruh dalamatm@mi dan memecahkan
permasalahan mengenai proses badan permusyawagata(BiPD). Penulisan ini
akan berbeda karena akan menyinggung fungsi bagtanupyawarat desa (BPD)
dalam penyusuanan dan penetapan peraturan desanliBy apakah sudah
sesuai peraturan perundang-udangan dan perda dalagsi dan prosesnya.
Berangkat dari sinilah kemudian penyusun melakyemrelitian mengenai fungsi
badan permusyawaratan desa dalam penyusunan damapg@engeraturan desa
(Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari KabupdBeabes). Yang
merupan masalah krusial yang harus diseleseikagadenara yang tepat dan
benar.
E. Kerangka Teoretik

1. NegaraHukum

Sejarah dan perkembangan Negara Hukum. Gagasaneataid hegara

hukum pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles peataan Yunani Kuno 300

5 HAW.Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli.Bulat dan Utyuhlm. 27-28.
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SM. la menyatakan bahwa yang memerintah dalam ndgd@nlah manusia,
melaikan fikiran yang adil. Ini artinya, keadilahlgang memerintah dan keadilan
harus terjelma dalam kehidupan bernegara. Ariswtebensejajarkan hukum
(keadilan) dengan akal (kecerdasan) dan bahkan dsstangga barangsiapa
memberi tempat bagi hukum untuk memerintah, beiartelah memberi tempat
bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memeribarti pula telah
memeberi tempat bagi binatang buas, ia tetap merkdinginan dan nafsu yang
dapat mendorongnya menjadi bianatang buas dan diengkhluk yang paling
rendah.dengan. Dengan demikian hukumlah yang paemetliki kedaulatan
tertinggi dan hukumlah yang layak menjadi sumbekuesaan dalam suatau
negara. lde negara hukum Aristoteles menekankaa ipaklim yang subtansinya
adalah “Keadilan”. Hukum sabagis, iustitia, rechtatauright artinya hukum
mengandung prinsip-prinsip atau asa-asas bernildikaadilan”. Jadi hukum itu
pertama-tama berarti adil atau hukum karena adkegdilan {us quia iustum
Penekanan subtansi hukum sebagai keadilan sangaigpantuk membedakanya

dengan undang-undangé/lex/law.'®
2. Pembagian K ekuasaan .

Pembagian kekuasaan adalah maslah yang selaluudijkdn dengan

ajaran moetesquieu yang terkenal dengan sebuias Politika.

Walaupun pada kenyataannya ajaran Moentesquieti dildksanakan,

namun ajarannya itu mengikat kepada kita, bahwa dsgdan negara itu harus

16 siti fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesidy ogyakatra, Pilar Media, 2005),
him. 23-24.
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dicegah jangan sampai berda didalam satu tangaem&aengan demikian akan
timbul kekuasaan yang sewenang-wenag. Oleh seb&iektitasaan negara harus
dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain dalana tigacam kekuasaan
(scheiding van mact¢nyang lazim disebut sebagai kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dengamggyéan, bahwa untuk
melaksanakan kekuasaan-kekuasaan tersebut peglotakbbadan-badan tertentu
terpisah satu sama laischeiding van organ@nsehingga dengan demikian tidak
ada campur tangan antara badan-badan itu dalanksaskkan kekuasaannya
masing-masing. Dalam ketatanegaraan yang lazim oiaakkekuasaan legislatif
adalah parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, gkdarkekusaan eksekutif
ada pada Persiden atau kabinet yang dipimpin aelaeg Perdana Mentri, dan
kekuasaan yudikatif di pegang oleh Badan-badan Ietaan. Selanjutnya, bahwa
didalam ajaran Trias Political itu terdapat suasarecks end balanai mana di
dalam hubungan antarlembaga negara itu terdapag saenguji karena masing-
masing lembaga tidak boleh melampai batas kekuagaag sudah ditentukan
atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri d&annya sehingga antar

lembaga itu terdapat sutau perimbangan kekuagaan.

Namun dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidakngarerjadi
pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehinggdi tpgngelolaan sistem
pemerintahan yang dilakukan secara absolut atattestosebut saja misalnya
seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan edddngan seorang raja.

Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanyanbagian/pemisahan

' Moh. Kusnardi Bintar R. Saragil§usunan Pembagian Kekuasaan Menurut sistem
Undang-undang Dasar 1946 Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1978), 30n31.
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kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimlmandentara lembaga

pemegang kekuasadh.

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitemfggian” dan
“kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa IndonekBBI] pembagian
memiliki pengertian proses menceraikan menjadi Izdze bagian atau
memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepadak ddia. Sedangkan
kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untektol@m (memerintah,
mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secdiarhpembagian kekuasaan
adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oMdgara untuk
(memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberbagian (legislatif,
eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepadddé®pa lembaga Negara untuk

menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) padgilsaki lembaga®

Seperti yang di terangakan diatas secara visualpadah bahwa

kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara:

a) Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan meringkatanya dan
dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kelamsatra beberapa
tingkat pemerintah. Carl J. Friedrich memakai astil pembagian
kekuasaan secara teritorigkrgitorial division of power) Pembagian
kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikarukiila bandingkan

antara negara kesatuan, negara federal, sertadevage.

18 hhttp://click-gtg.blogspot.com/2008/11/teori-pemyiaam-kekuasaan. htm diakses pada
24 febuari 2013, Pkl. 20: 30 WIB
9 1bid
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b) Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan mefungsinya secara
horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaaararitingsi-fungsi
pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekut#n udikatif yang lebih
dikenal sebagai trias politika atau pemabagian &s&an division of

power)?°

Pembagian kekusaan menurut tingkatnya dapat diremgpembagian
kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian keknasatara beberapa tingkat
pemerintahan atau dapat juga dinamakan pembaglarag@an secara teritorial,
misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintahallagalam satu negara
kesatuan atau antara pemerintah federal dan pesateritegara bagian suatu
negara federal. Pembagian kekusaan semacam itartextbanyak menyangkut

persoalan federalisme.

Persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dadase negara sungguhnya
merupakan bagian dari suatu persoalan yang lelsir bgaitu persoalan integrasi
dari golongan-golongan yang berbeda dalam sesugdyali Integrasi itu dapat
diselenggarakan secara minimal (yaitu dalam suaitiekierasi) atau dapat pula

diselenggarakan secara maksimal (yaitu dalam swemgara kesatuan).

Pembagian kekusaan secara horizontal, seperti kia mudah disinggung,
adalah pembagian kekusaan menurut fungsinya daadanhubungannya dengan

doktrin Trias Politik. Trias Politika adalah anggapbahwa kekuasaan negara

20 Miriam Budiardjo,Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), him. 267.
! pid
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terdiri atas tiga macam kekusaan: Pertama, kekodsgslatif atau kekuasaan
membuat undang-undang (dalam peristilahan baruingatisebutrulemaking
function; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan naslaksn undang-
undang (dalam peristilahan baru sering diseblgt application functiol ketiga,
kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili at&nggaran undang-undang
(dalam peristilahan baru sering disebuieadjudication functiop Trias Politika
adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-lsalewra functiong ini
sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang samak umencegah
penyalagunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasgaBbealemikian hak-hak

asasi warga negara lebih terjarffin.
3. kedaulatan Rakyat

Ajaran dari kaum monarkomaken tersebut di atasskbmya ajaran dari
Johannes Althusius, di teruskan oleh para sarjanaati@n hukum alam, tetapi
yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru, yaiahvia semula individu-
individu itu dengan melalui perjanjian masyarakambentuk masyarakat, dan
kepala masyarakat inilah para individu itu menykaah kekuasaannya, yang
selanjutnya masyarakat inilah yang menyerakan legaratersebut kepada raja.
Jadi sesungguhnya raja itu mendapatkan kekuasaataryaindividu-individu

tersebut.

Sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu dari mahakdividu-individu

itu mendapatkan kekuasaannya? Sebab mereka ins mempunyai terlebih

22 |bid, him. 281-282.
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dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu keggd. Jawaban mereka
ialah bahwa individu-individu tersebut mendapatkakuasaan itu dari hukum
alam. Ingat disini yang dimaksud adalah hukum alan abad ke XVII dan abad

ke XVIII, bukan hukum alam dari kaum monarkomakern. tad

Jadi hukum alam inilah kalau begitu yang menjadsadadaripada
kekuasaan raja, maka denagn demikian kekuasaatahajdibatasi oleh hukum
alam, dan oleh karena raja tadi mendapatkan kelmmya dari rakyat, maka
kalau demikian yang mempunyai kekuasaan tertirtggadalah rakyat, jadi yang
berdaulat itu adalah rakyat, raja itu hanya merapagelaksana dari apa yang
telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Makatimbul ide baru tentang
kedaulatan, yaitu kedautatan rakyat, yang antma dipelopori, atau malahan
orang mengatakan diciptakan oleh J.J. Rousseau. jarannya telah di uraikan

pada waktu membicarakan ajaran hukum alam.

Perlu diingat kembali bahwa yang dimaksud dengayataddleh Rousseau
itu bukanlah penjumlahan daripada individu-individli dalam negara itu,
melaikan adalah kesatuan yang dibetuk oleh indiindividu itu, dan yang
mempunyai kehendak, kekendak mana diperolehnya ihaividu-individu
tersebut melelui perjanjian masyarakat, yang olehisReau kehendak tadi disebut
kehendak umum atau volonte generale, yang dianggaperminkan kemauan
atau kehendak umum. Sebab kalau yang dimaksud wleradgat itu adalah
penjumlahan dari pada individu-individu di dalamgae itu, jadi bukanya

kekuasaan yang dibentuk oleh individu-individu itnaka kehendak yang ada
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padanya bukanlah kehendak umum atau volonte genenalainkan volonte de

tous?®

Maka apabila dalam suatu negara pemerintahan ipegedng oleh
beberapa atau segolongan orang, yang sebetulnyanénupakan kesatuan
tersendiri dalam negara itu, dan yang mempunyaekedk tersendiri yang
disebutvolonte de corpsakibatnya volonte generale ini akan jatuh bersema
dengarnvolonte de corpsadi. Dan apabila pemerintahan itu hanya dipegdely
satu orang tunggal saja, yang orang ini juga meygilkehendak tersendiri yang
disebut volonte particuliere, maka akibatnya vaorgenerale akan jatuh
bersamaan dengan volonte particuliere itu. Jalfiukbegitu pemerintahan itu
harus dipegang oleh rakyat, setidak-tidaknya rakyanempunyai perwakilan di

dalam pemerintahan agaslonte general¢adi dapat terwujudkaf.

Selain itu perlu juga diingat bahwa yang dimakswehdRousseau dengan
kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya adalah dana sistem yang bagaimanakah
pemecahan sesuatu soal itu menurut cara atau sistégntu yang memenuhi
kehendak umum. Jadi kehendak umum itu hanyalahakduaysaja yang bersifat

abstrak, dan kedaulatan itu adalah kehendak umum it

Teori kedaulatan rakyat ini juga diikuti oleh Imno@h Kant, yaitu yang
mengatakan bahwa tujan negara itu adalah untuk rakkag hukum dan

menjamin kebebasan daripada para warga negaramyamDpengertian bahwa

2 Soehinojimu Negara,Y ogyakatra, ( Liberty Yogyakarta, 2005), him.160.
24 | 1h;

Ibid.
*Ipid,...hIm. 161.
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kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-parundang-undangan,
sedangkan undang-undang disini yang berhak menatladah rakyat itu sendiri.
Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merup@mjelmaan dari pada
kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yaavgakili kekuasaan tertinggi,

atau kedaulatan.

Sebagai kesimpulan dari pada pembicaraan tentaoteremiteit ini
adalah, bahwa kiranya orang tidak perlu terlalu texanitiser ada pada siapakah
kedaulatan itu. Sebab yang penting itu adalah,pada siapakah kedaulatan itu
sehari-harinya dilaksanakan, karena yang kita ksahaadalah apa yang
dilaksanakan. Misalnya saja sesuatu negara itu amemdeori kedaulatan rakyat,
dan itu ketentuanya dicantumkan di dalam undangwigdiasar dari pada negara
tersebut. Kalau pada suatu waktu ketentuanya tdardaihhah menjadi kedaulatan
hukum, dan rakyat tidak diberi tahu makanya tideknamengetahui dan merasa
bahwa kedaulatan yang dianut oleh negara itu telabad. Orang atau rakyat

baru akan tahu apabila itu telah dilaksanaRan.
4. Demokrasi

Telaah tentang tolak-tarik antara peranan negarandasyarakat tidak
dapat di lepaskan dari telaah tentang demokrasnkadua alasan. Pertama,
hampir semua negara di dunia ini telah menjadikemakrasi sebagai asanya
yang fundamental sebagai telah di tunjukan olelil bagli UNESCO pada awal

1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjamat lgan timur, sementra di

28 |bid
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negara-negara demokrasi itu pemberian peranan &epaghra dan masyarakat
hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati samasegara demokrasi).
Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secassmttaah memberikan arah
bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakanranesgdagain organisasi

tertinggi tetapi demokrasi itu berjalan dalam deg berbeda-beda.

Minimal ada tiga rute yang sampai saat ini bisaatdic tentang upaya
menuju demokrasi moderen yaitu revolusi borjuis gyaditandai dengan
kapitalisme dan parlementerlisme (Prancis, Inggresyolusi dari atas yang juga
kapilatis dan reaksioner yang berpuncak pada fa&citirman), dan revolusi
petani seperti terlihat pada rute komunis yang saapap tertentu disokong oleh

kaum buruh (seperti Rusia dan CiA4).

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikamnaité dalam berbagai
tatanan aktifitas bermasyarakat dan bernegaraliirapa negara. Seperti diakui
oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasanya dipilihnyandkrasi sebagai sistem
bermasyarakat dan bernegaPertama,hampir semua negara di dunia ini telah
menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundam&athla,demokrasi sebagai
asas kenegaraan secara esensial telah memberdtaibagi peranan masyarakat
untuk menyelenggarakan negara sebagai organisesigggnya. Karena itu
diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar wadya masyarakat

tentang demokrast’

27 Moh. Mahfud MD,Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi(Yogyakatra, Gama Media,
1999), him. 5-6.

28 Azyumardi Azra,Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Mad@@CE
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prenada Media,®0thim. 109.
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Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat darijaden bahasa
(etimologis) dan istilah (terminologis). Secaramatiogis “demokrasi“ terdiri dari
dua kata yang bersal dari bahasa Yunani yalenfos”yang berarti rakyat atau
penduduk suatu temapat dasrdtein” atau ‘tratos” yang berarti kekuasaan atau
kedaulatan. Jadi secara bahakamos-cratein atau demos-cratgdemokrasi)
adalah keadaan negara dimana dalam sistem perhernintg kedaulatan berada
di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada d&eputusan bersama rakyat,

rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasehamakyat®

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istdabagaimana di

kemukakan oleh para ahli sebagai beriflt:

a) Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakamu qaerencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dima individu-individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara pegnakgmpetitif
atas suara rakyat

b) Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuknpeaten di mana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting séaragaung atau tidak
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas diargkan secara
bebas dari rakyat dewasa

c) Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sabagai sistalitikpmerupakan
suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umtentdkan atas

dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi seadektif oleh rakyat

2 pid. him.110.
30 |bid
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dalam pemilihan-pemelihan berkala yang didasarkdas aprinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suagarjaminnya

kebebasan politik.

Dari beberapa pendapat diatas diperoleh kesimpbkmva, hakekat
demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat daedaea serta pemerintahan
memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaammgentrakyat baik dalam
penyelaenggaraan negara maupun pemerintahan. Kelkkupemerintahan berada
di tangan rakyat ada tiga hakertama,pemerintah dari rakyagévernment of the
peoplg; kedua, pemerintahan oleh rakyagdvernment by people ketiga,
pemerintahn untuk rakyatg@dvernment for people Jadi hakikat suatu
pemerintahan yang demokratis bila halnya di atgmtddijalankan dalam tata

pemerintahan®

Namun tidak bisa di pungkiri juga dalam tata pentatian yang
demokrasi ada suatu otonomi daerah yang mendulseiingga menjadi

pemerintahan yang demokrasi dan baik.
5. Otonomi daerah

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalamtéeksnbahasa sistem
penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan ase@ampur aduk
(interchangeably Kedaua istilah tersebut secara akademik bisaddikan,
namun secara praktis dalam penyelenggaraan peatemt tidak dapat

dipisahkan. Karena itu tidak mungkin masalah otandaerah dibahas tanpa

31 |bid, him. 111.
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mempersandingkannya dengan desentralisasi. Bahkamrot banyak kalangan
otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendal. Aeran misalnya dalam buku
referensi, termasuk di sini, pembahasan otonomiatladiulas dengan memakai
istilah desentralisasi. Kedua istilah tersebut begaimata koin yang saling
menyatu namun dapat dibedakan. Dimana desentialisada dasarnya
mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-gognyelenggara
negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang keéngpembagian

wewenang tersebut.

Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otordamrah telah banyak
dikemukakan oleh para pakar sebagai bahan perlgardidan bahasan dalam
upaya menemukan pengertian yang mendasar tentalagsgeaan otonomi
daerah sebagai manifestasi desentralisasi. Otonaaimd arti sempit dapat
diartikan sebagai ‘mandiri’ sedangkan dalam makaagylebih luas diartikan
sebagai ‘berdaya’. Otonomi derah dengan demikiamrtiekemadirian suatu
daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan usgput mengenai
kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudanhpmamencapai kondisi
tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah beuwyk melakukan apa saja

secara mandiri tanpa tekanan dari letérnal intervention®

Desentralisasi sebagaimana didefinisikanited Nations(PBB) adalah

sebagai berikautDecentralization refers to the transfer of authgriaway from

82 Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani
him.149-150.
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the national capital whether by deconcentratior @elegation) to field offices or

by devolution to local authorities or local bodie¥.

Batas ini hanya menjelaskan proses kewenangan gaegahkan pusat
kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitgatedelegasi kepada pejabat-
pejabat di daeraldéconcentrationptau denganlevolutionkepada badan-badan
otonom daerah. Akan tetapi, tidak di jelaskan & #teluasan kewenangan serta

konsekuensi penyerahan kewenangan itu badan otdaerat?*

Begitu pula disebutkan dalam undang-undang Nd.&fin 2004 tentang
Pemetintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, \aegemlan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus serrdisan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengannp@rgterundang-undangan

daeralt®

Namun pada saat reformasi bergulir tahun 1998 dilonesia,
penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga mergaldih satu sasaran
reformasi. Tak terkecuali, peraturan tentang Pertadran Daerah yakni Undang-
Undang No 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 5 Taht@ yi@ng kemudian
dilakukan perubahan tentang Undang-Undang tentangemmgahan Daerah
yakni, Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang PerabantDaerah. Namun
dalam perjalanannya Undang-Undang No 22 Tahun 1&9@rig Pemerintahan

Daerah banyak menemui masalah maka dilakukan peanbgang sekaligus

33 Ibid
* Ibid
% Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pembéint®aerah
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mengatur Daerah otonom dan Desa dalam satu paked, kemudian dalam
perjalananya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sertaldikbmabali menjadi
UU No 12 Tahun 2008. Tentang Undang-Undang perubakes dnadang-
Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Dabradang-undang No 12
Tahun 2008 tersebut tidak saja mengatur dan geisatnembawa perubahan di
daerah (provinsi, kabupaten dan kota), Namun juganberikan landasan bagi
perubahan yang mendasar di desa. Salah satu parubakndasar dalam
pengaturan mengenahi desa adalah munculnya BPDafBRdrmusyawaratan
Desa), yang merupakan bagian dari pemerintahan @#a memiliki fungsi
yang sangat luas seperti mengayomi adat sitiadembuat Peraturan Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat metekukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian lapandeeid (research dan

kepustakaanl{brary research dalam penyusunan proposal ini.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang whlk dengan cara
mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturamnpl@ng-undangan dan
bahan hukum lain yang terkait dengan objek peaalitSelanjutnya dilakukan
upaya pengelompokan dalam bahan-bahan hukum tersenjadi dua kelompok
bahan hukum vyaitu, bahan hukum primer dan bahamurhukekunder yang

selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:
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a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-gadaryang
bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengaekopgnelitian,
bahan hukum primer itu antara lain:
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeri@eatah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerimt&esa
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 36 Tahun P&@&ng
Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 12 tahu® d@htang
Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor. 8 Tabdé 2natang
Badan Permusyawaratan Desa.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang raskgel bahan
hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum selen yang
digunakan terdiri atas: Jurnal, Skripsi, Tesis, Bbkku tentang
Otonomi Desa, Hukum Administrsi Negara dan Hukum Nagara

c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang med@indkahan
hukum primer dan sekunder misalnya, kamus, weldsiteernet yang

membahas tentang Proses Badan Permusyawaran Desa dala
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Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. (StDdisdi Dumeling
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes).
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adaldtualitatif, deskriptif,
normative dllyaitu dengan memaparkan materi-materi pembaha&sanas
sistematis melalui berbagai macam sumber, untukukean dianalisis
secara cermat guna memperoleh hasil yang dapatatiggung jawabkan.
3. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunaketode

literasi, metode literasi yaitu metode pengumpuldata melalui
penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustgkag ada dan
relevan dengan masalah yang diteliti; seperti: butajalah, artikel
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen ddda tertulis
lainnya yang terkait dengan pembahasan sesudahiiselgenelitian
proposal ini. Selain itu pengumpulan data dengamodeewawancara,
penggunaan metode wawancara yang diajukan kepadapape
pemerintah Desa dan tokoh masyarakat seperti i&elesa, BPD, tokoh
masyarakat dan masyarakat setemapat. Wawaneasebuit
dimaksudkan untuk mengetahui Proses Badan Peawasyn Desa
dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.i ($tudesa

Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes).
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4. Analisis data

Analisis data yang di gunakan setelah data terkukgmiudian dibentuk

dan dianalisis dengan menggunakan metode pendeka¢atuktif,

pendekatan yang menggunakan logika untuk menarigimiglan
berdasarkan seperangkat permis yang diberikan. eRatah ini juga
sering disebut analisis dari sesuatu yang umumekaatu yang khusus.

Terhadap penelitian ini adalah memahami ProsesrBRdamusyawaran

Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Sesh.dj Desa

Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi iniyysem membuat
sistematika sementara sebagai berikut:

Bab Satu adalah Pendahuluan, adapun di dalam pendahbeérisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan &agupenelitian, tinjauan
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dstermatika pembahasan.

Bab Dua adalah Gambaran umum Desa Dumeling kecamaiaasari
Kabupaten Brebes meliputi letak geografis, strugemerintahan desa.

Bab Tiga adalah Tinjauan umum BPD sebagai mitra petab desa
dalam penyusunan dan penetapan peraturan desdgegsianengenai peraturan-
peraturan terhadap permasalahan terkait.

Bab Empat adalah Analisa yang berkaitan dengan pokokngsalahan

penelitian ini, yaitu tentang bagaimana peran BRilard penyusunan dan
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penetapan peraturan desa dan kendala-kendala dadagusunan penetapan
peraturan Desa.

Bab Lima adalah Penutup yang terdiri dari Kesirapudan saran-saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan olehysmydapat di ambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya Proses Badan Permusyawaratan Desa dalgusitean dan
Penetapan Peraturan Desa di Desa Dumeling sudahi slsigan Perda
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawarataa. BPeoses BPD
dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan DesaalCiDeneling yaitu
dengan mengumpulkan masyarakat, tokoh masyarakdftRVR dan
perangkat Desa untuk menampung aspirasi yang déverikleh
masyarakat, dalam pembangunan dan penyelenggamzaripsahan desa
yang baik, setelah mengumpulkan dan menampung aaspidari
musyawarah tersebut, kemudian dari hasil musyawaratsekdut
disimpulkan, dan disepakati dan dijadikan Peratidasa. Adapun fungsi
Badan Permusyawataran Desa di Desa Dumeling yaituhsadauai
dengan Perada Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Byawaratan
Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desaniserkapala desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Faktor Kendala yang mempengaruhi fungsi legisld®DBadapun faktor-
faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusui@am penetapan
Perdes ialah :

a. Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Desa

90
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b. Kualitas kinerja aparatur Desa dan BPD yang kulsailg

c. Kurangnya sosialisali pemerintah desa ke masyarakat

d. Kemampuan kinerja pemerintahan desa dalam menykampai
peratuaran Desa kurang efekti

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk atesgKendala
tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desana gu

menanggulangi faktor kendala tersebut ialah :

a) Diadakannya pertemuan rutin/konsolidasi antar mgka@nDesa dengan
BPD serta Masyarakat

b) Kepala Desa mendatangkan Tutor dari Kecamatan gueaber
pengetahuan tentang Legal Drafting

c) Pemerintah Desa selalu mensosialisaikan dan menghirkbpada
masyarakat untuk ikut aktif dalam pembuatan Perdes.

B. Saran-saran

Berangkat dari, pembahasan skipsi ini penyusunyarankan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Penyusun menyarankan Perlu adanya perhatian kbasuBemerintah
Daerah dan diadakanya pelatihan cara menyusun daancasg
Peraturan Desa bagi Pemerintah Desa dan Badan Bem@uatan
Desa, agar bisa menjadi suatu produk hukum tersadmet berlaku

sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, patiéjpun sosiologis.
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2. Penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan peayuserta
penetapan Peraturan Desa agar aspirasi benar-tigparhatikan dan
partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasaimngga kelak
agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat ditargan mendapat
pengakuan dari masyarakat serta pelaksanaanyabesjaktif

3. Penyusun menyarankan bahwasanya masyarakat perkeitta dalam
mengawasi kinerja BPD dan Kepala Desa mengingat BRCKdpala
Desa adalah unsur pemerintahan paling bawah yandasan untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehinggeygueln pada

masyarakat dapat ditingkatkan.
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